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ANGGARAN DASAR
KOMUNITAS KOLEKTOR PRANGKO INDONESIA
P E M B U K A A N
Bahwa prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf sebagaimana telah tertuang dalam UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Bahwa  setiap orang dapat menyalurkan kegemaran mengumpulkan, merawat, mempelajari prangko, dan benda pos lainnya melalui filateli. Filateli merupakan hobi yang positif dan patut dikembangkan di semua kalangan dan semua usia terutama generasi muda.
Bahwa untuk menyalurkan dan mengembangkan hobi atau kegemaran mengumpulkan prangko dan benda-benda pos lainnya maka perlu dibentuk suatu wadah tempat berhimpunnya para kolektor tersebut, untuk itu maka kami Para Kolektor Prangko Indonesia bersepakat membentuk suatu organisasi yang bernama KOMUNITAS KOLEKTOR PRANGKO INDONESIA atau disingkat KKPI yang dalam bahasa Inggris bernama INDONESIAN STAMPS COLLECTORS COMMUNITY atau ISCC sejak tanggal 1 September 2012.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
1. Organisasi  ini bernama; KOMUNITAS KOLEKTOR PRANGKO INDONESIA selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan KKPI atau dalam bahasa Inggris bernama INDONESIAN STAMPS COLLECTORS COMMUNITY (ISCC) yang berkedudukan di Jakarta.
2. Organisasi ini dapat membuka Cabang atau Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketetapan Rapat Pleno Dewan Pengurus.KKPI
W A K T U

Pasal 2

1. KKPI didirikan di Jakarta pada tanggal 1 September 2012.

2. KKPI  didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3
1. KKPI  berazaskan PANCASILA. 

2. KKPI  mempunyai maksud  untuk mengembangkan hobi mengumpulkan prangko dan benda-benda pos lainnya (Filateli). 
3. KKPI mempunyai tujuan mengembangkan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas  kolektor prangko di seluruh Indonesia 
SIFAT
Pasal 4
KKPI adalah organisasi hobi yang bersifat nasional, dan mandiri / tidak berafiliasi ke partai politik atau organisasi lainnya dan tidak mencari keuntungan (non-profit).

KEGIATAN

Pasal 5
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (3)  tersebut maka KKPI melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota melalui penyelenggaraan pameran filateli, ceramah, seminar, pertemuan dan kegiatan-kegiatan sejenis;

2. mengusahakan agar para anggota dengan mudah dapat memperoleh dan mengumpulkan benda-benda filateli;

3. memajukan pertukaran benda-benda filateli di antara anggota

4. mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan yang mendukung dan menunjang hobi mengumpulkan prangko baik secara langsung maupun secara tidak langsung/melalui media internet
5. membangun dan memelihara perpustakaan filateli

6. menyelenggarakan penerbitan berkala mengenai filateli;

7. menyelenggarakan kegiatan pertemuan-pertemuan anggota, menyelenggarakan pameran-pameran filateli , seminar, workshop dan kegiatan lainnya
8. mengadakan kerjasama dengan administrasi pos dan lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya dalam rangka mengembangkan hobi filateli 

KEUANGAN
Pasal 6
1. Keuangan KKPI dapat diperoleh dari : 

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. 
b. Iuran anggota, dan 
c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KKPI dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Semua keuangan KKPI harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan KKPI .
ORGANISASI
Pasal 7
1. Organisasi KKPI meliputi wilayah kerja seluruh Indonesia 

2. KKPI dapat membentuk Cabang atau Perwakilan di wilayah Negara Republik  Indonesia.
3. Ketentuan Pembentukan Cabang KKPI akan diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI

Pasal 8
1. Susunan Organisasi KKPI terdiri atas: Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus
2. Masa jabatan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus adalah 5 (lima tahun) dan dapat dipilih kembali melalui Musyawarah Nasional (MUNAS).
Pasal 9
1. Dewan Pembina KKPI terdiri dari seorang Ketua dan beberapa anggota. 
2. Dewan Pembina  yang mempunyai tugas : 

a. memberikan arahan dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus KKPI  guna mengembangkan organisasi secara luas
b. Arahan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2.1) dapat disampaikan secara langsung pada saat Musyawarah Nasional KKPI

Pasal 10

1. Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua dan beberapa anggota 
2. Dewan Penasihat KKPI  mempunyai tugas 
1. memberikan nasehat dan saran-saran kepada Dewan Pengurus KKPI baik diminta maupun tidak

2. Nasehat dan saran-saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2.1) di atas dapat disampaikan secara tertulis atau lisan pada Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI
Pasal 11
1. Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris Umum Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Divisi-Divisi sesuai kebutuhan

2. Susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Tim Formatur 

3. Tim Formatur berjumlah 7 orang terdiri atas 1 orang Unsur Dewan Pembina, 1 orang unsur Dewan Penasehat, 1 orang unsur Dewan Pengurus sebelumnya dan 4 orang anggota KKPI yang dipilih melalui Musyawarah Nasional KKPI.
4. Dewan Pengurus KKPI mempunyai tugas:
1. Melaksanakan semua keputusan Musyawarah Nasional KKPI untuk mengelola organisasi sebaik-baiknya guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3.

2. Mengelola keuangan secara lengkap melalui Bendahara dan selalu sepengetahuan Ketua.

3. Menghadiri dan menyelenggarakan Rapat Pleno dan Musyawarah Nasional KKPI dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh KKPI
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional KKPI
5. Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI diadakan sekurang-kurangnya satu kali setiap 4 (empat) bulan.
Pasal 12
1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili KKPI. 

2. Sekretaris Umum bertugas melaksanakan administrasi kegiatan KKPI sehari-hari. 

3. Bendahara bertugas mengatur keuangan KKPI dibawah pengawasan dan instruksi Ketua Umum 
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus 

KEANGGOTAAN

Pasal 13
1. Keanggotaan KKPI  terbuka bagi Warga Negara Indonesia baik yang tinggal dalam wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri
2. Seseorang telah dinyatakan menjadi anggota KKPI sejak persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Dewan Pengurus KKPI. 

3. Seseorang berhak mengundurkan diri dari keanggotaan KKPI, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus. 

4. Dewan Pengurus berhak membatalkan keanggotaan seseorang yang melanggar AD/ART  melalui mekanisme Rapat Pleno Dewan Pengurus KKPI

5. Dewan Pengurus berhak menolak keanggotaan seseorang yang terlibat tindak pidana dan atau narkoba

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 14
1. Setiap Anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Dewan Pengurus berdasarkan tata tertib Musyawarah Nasional KKPI

2. Anggota berhak menerima berbagai informasi mengenai perkembangan organisasi melalui edaran dan media publikasi lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh KKPI 

3. Setiap Anggota berkewajiban melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta segala peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus.KKPI 

4. Setiap Anggota wajib membayar Iuran Keanggotaan dan segala kewajiban lain  yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus KKPI
MUSYAWARAH NASIONAL KKPI
Pasal 15
1. Musyawarah Nasional adalah badan tertinggi dari  KKPI, diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. 

2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Anggota. 

3. Musyawarah Nasional membahas; 

a. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus tentang masa jabatan. 

b. Masalah Organisasi. 

c. Masalah Keuangan. 

d. Masalah Program Kerja. 

e. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Organisasi.

4. Musyawarah Nasional berhak; 

a. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

b. Memilih dan memberhentikan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus. 

c. Memilih Tim Formatur. 

d. Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan yang lalu dan menetapkan  keputusan yang baru. 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional, KKPI  yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir. 
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17
1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar KKPI  ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KKPI
2. Anggaran Rumah Tangga KKPI  merupakan penjabaran dan untuk melengkapi Anggaran Dasar KKPI  dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar KKPI

3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga KKPI  dilakukan di Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa KKPI 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 18
1. Untuk pertama kalinya saat pendirian KKPI maka Dewan Pengurus, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina KKPI ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Pendiri KKPI 
2. Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKPI ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Pendiri KKPI 

PEMBUBARAN

Pasal 19
1. KKPI dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang diusulkan oleh Dewan Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembubaran KKPI hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional  yang dihadiri minimum ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota. 
b. Jumlah suara yang sah disetujui oleh minimum 3/4 suara.

2. Apabila KKPI dinyatakan bubar sebagaimana pada ayat 1, maka seluruh asset KKPI disumbangkan kepada badan sosial yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional KKPI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ANGGARAN DASAR ini maka akan diatur dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA.

2. ANGGARAN DASAR ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2012.
3. ANGGARAN DASAR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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